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Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang konflik atas
beberapa pulau terluar di wilayah Indonesia karena permasalahan hukum dan
politik serta perrnasalahan ekonomi. Ketidakjelasan batas negara dan status
wilayah, situasi politik negara, regional dan internasional, serta kepentingan
ekonomi merupakan sumber sengketa potensial. Upaya mempertahankan
pulau terluar dilakukan dengan menyiapkan perangkat hukum yang jelas serta
meningkatkan kemampuan Angkatan Laut untuk menopang k.*u11p.tutt
penegakkan hukum di wilayah pulau-pulau terluar khususn ya d,an Indonesia
pada umumnya. Upaya untuk memberdayakan pulau-pulau terluar dilakukan
melalui langkah pengembangan aspek kelemba gaan, aspek yuridis dan aspek
program. Aspek kelembagaan dengan dibentuknya Tim Koordinasi
Pengelolaan pulau-pulau terluar, dalam aspek yuridis disiapkan berbagai
undang-undang yang memadai untuk menopang proses hukum-yang -ntrgkirtterladi, sedang aspek program dengan melanjutkan dan menyeleruikul
penegasan batas wilayah serta meningkatkan pembangunan di wilayah pulau-
pulau terluar Indonesia.

Kata Kunci : Mempertahankan, Memberdayakan, Pulau Terluar
Indonesia.

A. Pendahuluan.
Masalah ketidakjelasan batas-batas negara dan status wilayah sering

menjadi sumber persengketaan di antara negara-negara yang berbatasan atau
berdekatan. Persengketaan muncul akibat penerapan prinsip yang berbeda
terhadap penetapan batas-batas landas kontinen di antara negara-n egaru
bertetangga sehingga menimbulkan wilayah "tumpang tindih" yang dapat
menimbulkan p ersengketaan.

Menurut hasil identifikasi pulau-pulau yang telah dilakukan, terd apat
17.508 pulau di seluruh Indonesia. Yang terinventarisasi 7.353 pulau bernama
dan 10.155 pulau belum bernama di seluruh kesatuan Republik Indonesia. Dari
7 .353 pulau )ang bernama, terdapat 67 pulau yang berbatasan langsung dengan
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